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engan memanjatkan puji syukurkehadirat Allah SWT, Tuhan YangMaha Esa, yang telahmelimpahkan rahmat dan hidayahNya,sehingga kami dapat menyelesaikanReview Rencana Strategis 2015-2019Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahPada dasarnya RENSTRA merupakansuatu perencanaan jangka panjang yangdimaksudkan agar organisasi dapat secaraproaktif beradaptasi dengan perubahanlingkungan organisasi internal daneksternal. Dalam penyusunan perencanaanstrategis, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah mempertimbangkan berbagaipermasalahan dan perubahan strategisyang dihadapi oleh Pengadilan TinggiSulawesi Tengah.

Penyempurnaan renstra inidiharapkan dapat dijadikan sebagaipedoman dan arahan yang tepat bagiPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalammenyesuaikan perubahan strategisorganisasi khususnya dalam memenuhikebutuhan dan harapan para pencari

keadilan di wilayah Pengadilan TinggiSulawesi Tengah. Renstra PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019,merupakan dokumen perencanaanstrategis yang menggambarkan visi, misi,tujuan, sasaran strategis, program dankegiatan manajemen peradilan.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatantransparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahdalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen RencanaStrategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUMDibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas daripembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentukdengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor :12 Tahun 1968, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah padaawalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagiandari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisialdiwilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagianwilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklahPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruhwilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh Menteri KehakimanBpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di KotaMadya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., denganmembawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing : Pengadilan Negeri Palu,Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Negeri Toli-toliNamun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadipemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka JumlahPengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggalasebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan
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Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 danpembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan TinggiSulawesi Tengah telah menjadi Tujuh Pengadilan Negeri yang masing-masing :Pengadilan Negeri Palu Klas IA, Pengadilan Negeri Poso Klas IB, Pengadilan NegeriLuwuk Klas II, Pengadilan Negeri Toli-toli Klas II, Pengadilan Negeri Donggala KlasII, Pengadilan Negeri Buol Klas II, Pengadilan Negeri Parigi Klas II.Pada Tahun 2018 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan diPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 49 (lima puluh lima) orang denganrincian sebagai berikut :Ketua/Wakil Ketua : 1 OrangHakim/Hakim Ad Hoc : 11 OrangPanitera/Sekretaris : 3 OrangWapan/Panmud/Kasub : 9 OrangPanitera Pengganti : 2 OrangStaf : 23 OrangPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai voorpost Mahkamah Agungberusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak BiruMahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan PeradilanIndonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RImaka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga melakukan reformasi birokrasi yangdimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yangkemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :1. Penyelesaian PerkaraPercepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahmaupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuandalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus
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dilakukan paling lambat 3 bulan, dan dan tingkat pertama paling lambat 5bulan.2. Manajemen PerkaraModernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan bandingtelah diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semualingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan denganpemberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkandengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal  20 Maret 2014.Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sisteminformasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umummenggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun olehMahkamah Agung RI Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakandengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.3. Keterbukaan InformasiPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melakukan pembenahan terhadappengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusanMahkamah Agung RI http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatanpublikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi PenelusuranPerkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayananmeja informasi di pengadilan.4. Pengawasan rutin/ regularBerpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentangPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan,Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melaksanakan pengawasan rutin/regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadapPengadilan Negeri se-wilayah hokum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkapmenyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.
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5. Penanganan PengaduanImplementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentangPedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di MahkamahAgung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan TinggiSulawesi Tengah pada periode 2016 terus melaksanakan sosialisasi SistemInformasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasisecara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya.6. Peningkatan Pelayanan PublikPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya untukmeningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yangagung. Salah satuanya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan MutuBadan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk DitjenBadilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakatpada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesiayang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteriapenilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan(leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan(customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) ManajemenSumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process

management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). Sampai akhir tahun2018, pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yangtelah terakreditasi sebagai berikut :
NO NAMA PENGADILAN TIPE/KELAS AKREDITASI1. Pengadilan Tinggi Palu B B2. Pengadilan Negeri Palu IA A+3. Pengadilan Negeri Tolitoli II A+4. Pengadilan Negeri Luwuk II A+5. Pengadilan Negeri Poso IB A+6. Pengadilan Negeri Donggala II A+7. Pengadilan Negeri Buol II A+8. Pengadilan Negeri Parigi II A+Tabel 1. Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019 | 5

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHANDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi SulawesiTengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikanuntuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi danpermasalahan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ditinjau dari beberapa aspek :1. Produktifitas Penyelesaian PerkaraUpaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di MahkamahAgung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunyaadalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MahkamahAgung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yangmengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu5 (lima) bulan.Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar OperasionalProsedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahadalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaianperkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami peningkatandibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belumsepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yangpenyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.2. Manajemen Penanganan PerkaraManajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa,diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminanbahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum(legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukunghal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia,  sarana danprasarana, dan sistem informasi.Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara dipengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi initelah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan.
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Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agungdan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP.Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensipenanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologiinformasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimalkarena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP danbelum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapatkelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalammemanfaatkan teknologi informasi ini.3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilanTingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk bandingmelakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum)disebabkan ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baikdi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehinggamemicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harusdilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil danmateriil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapatmemenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklatspesialisasi hakim dalam penanganan perkara.4. Akses terhadap pengadilanKurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenaiprosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadappengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan olehMahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yangingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberikemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankanbeban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upayapeningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman PemberianBantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberianbantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos



REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019 | 7

Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat,3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaansidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting

plaats). Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih memiliki kendalan dalam halfasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karenaketerbatasan anggaran yang disediakan.Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, PengadilanTinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupunteknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada websitepengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan MahkamahAgung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah AgungNo. 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan daripublik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnyatransparansi di pengadilan.5. Sumber Daya ManusiaDalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilantidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkaitdengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatansumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agungmenetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilanbaik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukanpendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dankepemimpinan.Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telahdilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan.  Namunmasih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnyapemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola kariryang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu adabeberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisilainnya beban kerjanya cenderung rendah.



REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019 | 8

6. Fungi pengawasanFungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikankepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahberkewajiban untuk mengawasi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama diwilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus dapat menjadiujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal inimenjadi  tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsipengawasan.Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan PengadilanTinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agungdan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentangPanduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan KeputusanKMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaanpenanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapatpermasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber dayamanusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahamimekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaandan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan danperaturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskandengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan denganrencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam RencanaPembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman danpengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilandalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depanyang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsiPengadilan Tinggi Sulawesi TengahVisi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Visi MahkamahAgung RI  adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
YANG AGUNG”
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2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visiyang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud denganbaik.
Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISTujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikutTujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satusampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visidan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahAdapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalahsebagai berikut :1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Index Kepuasan Masyarakatyang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukurdengan menggunakan indikator : Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 harisetelah  putus.
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Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagaiberikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :• Persentase sisa perkara yang diselesaikan• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu• Persentase penurunan sisa perkara• Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi,Peninjauan     Kembali• Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :• Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu• Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapatdiakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi SulawesiTengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatanMahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan

administrasi.Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan nonoperasional satker daerah.Program dan kegiatan ini untuk mendukung  capaian indikator kinerja :
 Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 Persentase penurunan sisa perkara
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi,Peninjauan Kembali
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2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah AgungIndikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :
 Index Kepuasan Masyarakat yang puas tehadap layanan Pengadilan Tinggi
 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umumIndikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkatpertama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untukmendukung  capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yangdikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilansasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran danindikator kinerja utama  dengan digambarkan sebagai berikut :
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilansasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran danindikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :
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HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Tabel 2. Hubungan Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

NO TUJUAN INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

1. Memenuhi Kebutuhan 1. Peningkatan penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara yang
penyelesaian     diselesaikan
perkara     - Pidana 100 100 100 100 100

    - Perdata 100 100 100 100 100
    - Tipikor 100 100 100 100 100

b. Persentase perkara yang
     diselesaikan tepat waktu
    - Pidana 90 90 90 90 90
    - Perdata 90 90 90 90 90
    - Tipikor 90 90 90 90 90

c. Persentase penurunan sisa perkara
    - Pidana 95 95 95 95 95
    - Perdata 95 95 95 95 95
    - Tipikor 95 95 95 95 95

d. Persentase perkara yang tidak
    mengajukan upaya hukum setelah
    di tingkat banding (kasasi, PK)
    - Pidana 95 95 95 95 95
    - Perdata 95 95 95 95 95
    - Tipikor 95 95 95 95 95

e. Index responden pencari keadilan 75 75 75 85 85
     yang puas terhadap layanan
     peradilan

2. Meningkatkan Efektifitas 2. a. Persentase salinan putusan yang
Pengelolaan     diterima oleh pengadilan pengaju
penyelesaian Perkara     tepat waktu

    - Pidana 100 100 100 100 100
    - Perdata 100 100 100 100 100
    - Tipikor 100 100 100 100 100

3. Peningkatan  aksesbilitas masyarakat b. Persentase putusan pekara yang
 terhadap peradilan (access to justice)     menarik perhatian masyarakat

    yang dapat diakses secara online
    dalam waktu 1 hari setelah diputus
    - Tipikor 100 100 100 100 100

Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara

TARGET KINERJA ( % )SASARAN
STRATEGIS
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2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis  merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi SulawesiTengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuatrincian Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan UmumProgram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakanprogram untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaianperkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadapperadilan.  Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi SulawesiTengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen PeradilanUmum  adalah  :1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor2. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana, Perdata,dan Tipikor3. Jumlah Penurunan sisa Perkara dari tahun ke tahun Pidana, Perdata, danTipikor4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ke tingkatbanding (Kasasi dan PK) Pidana, Perdata, dan Tipikor5. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
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b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah AgungProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategismenciptakan pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif sertameningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokokyang dilaksanakan dalam program ini adalah :1. Jumlah salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepatwaktu2. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapatdiakses secara online dalam 1 hari setelah diproses
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah

AgungProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur MahkamahAgung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaansarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaansarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkatpertama.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNGSesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMNtahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agungmenetapkan 7 sasaran sebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.Kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah :a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamarb. Pembatasan Perkara Kasasic. Proses berperkara yang sederhana dan murah2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Suratkeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentangJangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakanbahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harusdiselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister.Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkanSurat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentangPenyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara padaPengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangpenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalamwaktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakansebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2)Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
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4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agungdan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melaluilaporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuatterobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasitertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harusterikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasisebagai payung hukum terlaksananya small claim court.5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkunganPeradilan.Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabatsetingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaanPelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabatsetingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan SistemManajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management),menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment,pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan(capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihanaparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaiankemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistemmanajemen informasi yang terkomputerasi.6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secaraoptimal.Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yangterintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan danakuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerjasecara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem InformasiTerintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber DayaAparatur di lingkungan Mahkamah Agung.Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparaturperadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM
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pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalampelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayananperadilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung danKomisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan IntegritasSDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmenSumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi SumberDaya Manusia Peradilan.
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAHDalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yangditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan arah dan kebijakandan strategi  sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistemmanajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakatpencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangatmempengaruhi tinggi  rendahnya angka penyelesaian perkara, prosesperadilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatankinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparaturperadilan.Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan danstrategi peningkatan kinerja :
 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi danmutasi sesuai dengan kompetensi
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 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjaminberjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhirasa keadilan masyarakat.
 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana danteknologi informasi yang memadai  untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelashak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerimalayanan.
 Memiliki  mekanisme penanganan pengaduan
 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untukpelayanan publik

3.3 KERANGKA REGULASIDalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalamRPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembagamaka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasiyang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran

Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diaturdalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang
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pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenastentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaantentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun2015-2019 adalah :a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhanpembangunan,b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaianprioritas pembangunan,c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluanpembentukan regulasi.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan programpemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harusmenetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuatPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah barang tentu akan selalu seiring dengankebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi PengadilanTinggi Sulawesi TengahBerikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan TinggiSulawesi Tengah pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2018.1. MANAJEMEN PERUBAHANRegulasi pada area Manajemen Perubahan  :• Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Komitmen Bersamauntuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim AkreditasiMahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh ParaHakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan KaryawatiPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dalam meningkatkan pelayananpada Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tengah.• Ketua Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tengah telah menandatangani PiagamPencanangan Pembangunan Zona Integritas  menuju wilayah bebas dari
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Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di LingkunganPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.• Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Monitoringdan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Pengendali Gratifikasi, Zona Integritas,Manajemen Resiko dan Benturan Kepentingan dengan surat keputusannomor : W21.U/15/SK/KP.05.8/IV/2018 tanggal 15 Januari 2018
2. PERUNDANG-UNDANGANRegulasi pada area Perundang-undangan :• Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Revisi ke IIIStandar Operasional Prosedur pada bidang Kepaniteraan dan bidangKesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan suratkeputusan nomor : W21-U/07/OT.01.3/II/2018 tanggal 01 Februari 2018.
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASIRegulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :• Penunjukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Tahun 2015-2019, melalui Surat Keputusan KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/2387/OT.01.2/XII/2017tanggal 15 Desember 2017.• Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-U/2195A/OT.01.2/XI/2017 tanggal 21 November 2017, tentang PenetapanReview Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. PENATAAN TATA LAKSANARegulasi pada area Penataan Tata Laksana :• Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membentuk Tim ReformasiBirokrasi pada Kantor Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tengah dengan suratkeputusan nomor : W21-U/06/Rev.2/OT.01.3/I/2018 tanggal 12 Januari2018.
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• Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan Penetapan besarnyabiaya perkara Perdata di Tingkat Banding dengan surat keputusan nomor :W21-U/35/HK.02/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016.
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIARegulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi :• Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/16/OT.00/IV/2018tanggal 02 April 2018. tentang Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.• Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:W21-U/49/KP.04.6/IX/2018 tanggal 27 September 2018. tentang SusunanMajelis Hakim Tingkat Banding,Perkara Perdata, PidanaUmum,TindakPidana Korupsi, Pidana Anak, pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
6. PENGUATAN AKUNTABILITASRegulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKJiP dokumen PK, RKT, ReviuIKU Reviu Renstra melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor : W21-U/01/KP/ I/Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018. TentangPembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan TinggiSulawesi Tengah
7. PENGUATAN PENGAWASANRegulasi pada area Penguatan Pengawasan :• Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/02/PS.00/ I/2018tanggal 15 Januari 2018 tentang Penyusunan Hakim Tinggi PengawasDaerah.
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• Penunjukan Hakim Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang melalui SuratKeputusan Ketua Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/03/REV/ PS.00/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PenunjukanHakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Penanganan Pengaduan padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKRegulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :• Penunjukkan petugas meja informasi dan meja pengaduan pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan TinggiSulawesi Tengah Nomor : W21-U/69/OT.01.3/IX/2018 tanggal 26September 2018 tentang Penunjukkan Pengelolaan Pelayanan Terpadu SatuPintu• Penunjukkan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Dokumentasi danPenanggungjawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahmelalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor :W21-U/56/OT.01.3/I/Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017
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KERANGKA REGULASI

1. - Implementasi SK KMA tentang

  percepatan penyelesaian perkara

- Pembentukan landasan hukum utk

   meminimalisir sisa perkara akhir tahun

2. - Peningkatan pelayanan publik

3.

4.

5. - Standarisasi pelaksanaan Bimtek

6.

- SK KMA tentang template putusan
banding

- Juklak/juknis tentang percepatan
penyelesaian perkara

- Pembuatan surat edaran
peningkatan pelayanan publik

-  Juklak/Juknis tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Hakim yang
berada di bawah Mahkamah Agung

- Implementasi PP No 94 Tahun 2012 Pemberian
jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim

- SE No  5 Tahun 1993 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Organisasi dan Tata Kerja serta
Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

- Implementasi SE tentang pembinaan dan
pengawasan

- SK KMA RI No. 026 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan
Pengadilan

- Implementasi SK KMA tentang Standar
Pelayanan Pengadilan

- Implementasi SK 144/2007 mengenai
keterbukaan informasi pengadilan.

- Juklak/Juknis  pelaksanaan    teknis

Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Perkara berbasis
elektronik

Pedoman Pengawasan di
lingkungan Peradilan

Pola Promosi hakim,
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di
Lingkungan Peradilan

Standar Pelayanan Peradilan

Peningkatan  aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan

Peningkatan Kualitas
Pengawasan

Peningkatan kualitas
sumber daya

Peningkatan penyediaan
sarana dan

Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
serta tertib admnistrasi
perkara

ARAH KEBIJAKAN 2015-
2019

ARAH KERANGKA REGULASI KEBUTUHAN REGULASIISU STRATEGIS

Peningkatan
Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara di
Pengadilan

Standar Pelayanan Peradilan

Tabel 3. Kerangka Regulasi
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAANPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakimanyang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilandi Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima,memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukankepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturanperundang‐undangan.Tugas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 8Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkaraperdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat  (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama denganUndang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang No. 49 Tahun2009).2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentanghukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telahdiubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkanundang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan  mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya,menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.



REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015-2019 | 26

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dantingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya sertaterhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakandengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara& administrasi umum4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukumkepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dankepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknisperadilan dan administrasi peradilan.Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi SulawesiTengah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaiberikut :
1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalamhal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim danpejabat Kepaniteraan, masalah‐masalah hukum yang timbul, masalah tingkahlaku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang beradadiwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung,menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum danNotaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepadaMakamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknispengadilan, membina dan memberikan petunjuk,teguran atau peringatan biladipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya,  membagiperkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta mertaterhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporanpenanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan PaniteraPengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secaraperiodik kepada Mahkamah Agung dan membuat / menyusun legal data tentangputusan perkara‐perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikanregional databank.
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2. Wakil Ketua melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan danmelaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadiliberkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggimelakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi,maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acarapersidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalammusyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalampersidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdatadan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaandan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yangditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dariMakamah Agung kepada Hakim‐hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis danadministrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan denganperkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,bukudaftar, biayaperkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, PaniteraMuda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterimadi Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkasperkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaanurusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian,pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusansurat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, danperpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi sertapelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
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6. Wakil Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatatjalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsungmembina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkaraantara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporanperiodik dan lain‐lain melaksanakan tugas Panitera apabila Paniteraberhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
7. Panitera Muda Perdata bertugas membantu Hakim dengan mengikuti danmencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masihberjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatansingkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesaidiputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsipberkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. Panitera Muda Pidana bertugas membantu Hakim dengan mengikuti danmencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masihberjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di  Kepaniteraanserta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterimakedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkanberkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada PaniteraMuda Hukum.
9. Panitera Muda Khusus bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidangperkara khusus antara lain perkara Tindak Pindana Korupsi dan perkara khususlainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PaniteraMuda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan danpenalahaan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkarakhusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untukditeruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan PenunjukkanMajelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan,
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penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan danpenangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaanpenerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi,Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkasperkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkasperkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahanberkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera MudaHukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan Panitera.
10. Panitera Muda Hukum bertugas membantu Hakim dengan mengikuti danmencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data,menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsipberkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturanperundang‐undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporanperiodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanurusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan danKepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaanperencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahanpelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai,pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulanpemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai,administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai,serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaanpenelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahanpelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahanpelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
12. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusansurat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, sertapenyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :
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Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaanurusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana sertaperlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolandan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaanakuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporankeuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.
13. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan programdan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
14. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakanpenyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaanteknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, sertapenyusunan laporan.
15. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahanurusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaanpemantauan, serta penyusunan laporan.
16. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan danpemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
17. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikutidan mencatat jalannya siding Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal :membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan.Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkanberkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJARencana Strategis 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaiRencana Jangka  Pembangunan  Menengah (RJPM)  yang  telah ditetapkan dandijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahunanggaran.Untuk merealisasikan tahapan perencanaan  lima  tahunan tersebut,Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara  dan Reformasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Pengadilan.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Penyusunan Rencana Kinerja telah diupayakan seiring dan sejalan pascadiberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetakbirunya (Blue Print).Rencana Kinerja ini sebagai tonggak awal Pengadilan TinggiSulawesi Tengah dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangunsebuah system pelayanan berbasi jaminan kepastian bagi masyarakat denganpenerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)  serta Alur Kerja  yang  telahdibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuaidengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Target Rencana Kinerja PengadilanTinggi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :
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RENCANA KINERJA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

2018

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET1. Terwujudnya proses peradilanyang pasti, Transparan danAkuntabel a. Persentase Sisa perkara yangdiselesaikan
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 95 %95 %95 %c. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 95 %95 %95 %d. Persentase Perkara yang tidakmengajukan upaya hukum setelahperkara putus di tingkat banding- Pidana- Perdata- Tipikor 15 %15 %15 %e. Index responden pencari keadilanyang puas terhadap layananPeradilan 85 %2. Peningkatan Efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Persentase salinan putusan yangdikirim ke pengadilan pengaju tepatwaktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikor 100 %100 %100 %b. Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalamwaktu 1 hari setelah di putus 100 %

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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4.2 KERANGKA PENDANAANDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai targetrencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari:2. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, BelanjaBarang, dan Belanja Modal3. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemenPeradilan.Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai programsebagai berikut :1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MahkamahAgung, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakansumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanankepada masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.624.012.000,- kegiatanpokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:
- Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan PengadilanTinggi Palu dan Pengadilan Negeri dibawahnya
- Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Tinggi SulawesiTengah (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan,belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
- Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangkapembinaan dan monitoring)2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuanuntuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.Program ini meliputi kegiatan :
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pendukung SIPP dan kesekretariatanyang terdiri pengadaan Laptop 6 Unit, call center dan running text masing2 1unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.000.000,-
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- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang terdiri pengadaan ACSplit 8 Unit, Lemari Arsip 10 Unit, Meja kerja 4 Unit, Kursi rapat 20 Unit, Kursikerja 8 Unit, Hekter besar 1 Unit dan Sound system 1 Set dengan alokasianggaran sebesar Rp. 206.250.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untukmencapai sasaran strategik dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasiperkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputibeberapa kegiatan 1). Perkara Peradilan umum yang diselesaikan ditingkatpertama dan banding yang tepat waktu ; 2). Perkara pidan korupsi yangdiselesaikan ditingkat banding di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan komponenyaitu Pencatatan register perkara banding, Minutasi, Pengiriman salinan putusankepada pengadilan pengaju, pengiriman surat penahanan, pembinaan danpemeriksaan, honor SAI/BMN Tingkat Korwil. Dengan alokasi anggaran sebesarRp. 165.389.000,-Adapun Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi SulawesiTengah sebagai berikut :

MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

2015 2016 2017 2018 2019

1 248.018.000 82.478.000 96.760.000 165.389.000 147.395.000

2 12.431.351.000 14.830.871.000 14.216.725.000 17.624.012.000 16.190.410.000

3 170.000.000 151.500.000 282.500.000 329.250.000 91.000.000

JUMLAH 12.849.369.000 15.064.849.000 14.595.985.000 18.118.651.000 16.428.805.000

NO
T  A  H  U  N

Peningkatan Manajamen Peradilan Umum

Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya MA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
MA

URAIAN PROGRAM

Tabel 6. Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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BAB IV
PENUTUP

encana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuaidengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifatinternal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untukmenggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yangditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, sertaoutput yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus terusdisempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka darikemungkinan perubahan. Melalui Review renstra ini diharapkan dapat membantupelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilanterhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkunganPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntunbagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.

R



 



REVIEW MATRIKS RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN TINGGI  SULAWESI TENGAH

TUJUAN TARGET
(JANGKA

MENENGAH)

SASARAN TARGET STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN TARGET Rp.1. Memenuhikebutuhanmenyelesaikan perkaradankepuasanmasyarakatpencarikeadilan

2. Meningkatkanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

Persentase perkarayang diselesaikantepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikor

Persentaseputusan perkarayang menarikperhatianmasyarakat yangdapat diaksessecara onlinedalam waktu 1hari setelahdiputus

90 %90 %90 %

100 %

1. Terwujudnyaprosesperadilan yangpasti,transparan danakuntabel

2. PeningkatanEfektifitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu:
- Pidana
- Perdata
- Tipikorc. Persentase penurunan sisaperkara
- Pidana
- Perdata
- Tipikord. Persentase perkara yangtidak  mengajukan upayahukum setelah ditingkatbanding
- Pidana
- Perdata
- Tipikore. Index responden pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilana. Persentase salinanputusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepatwaktu
- Pidana
- Perdata
- Tipikorb. Persentase putusanperkara tipikor yangmenarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara onlinedalam waktu 1 harisetelah diputus
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95 %95 %95 %
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95 %95 %95 %
90 %90 %90 %
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100 %100 %100 %
90 %90 %90 %
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45 %15 %15 %85 %

100 %100 %100 %
100 %

100 %100 %100 %
90 %90 %90 %
95 %95 %95 %
45 %15 %15 %85 %

100 %100 %100 %
100 %

DukunganmanajemenpelaksanaanTugas teknislainnya MA

PeningkatanManajemenperadilan umum

PeningkatanSarana danPrasaranaAparaturMahkamahAgung

PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusanAdministrasi

Pengadaan Saranadan Prasarana diLingkunganMahkamah Agung

PeningkatanManajemenPeradilan Umum

PenyelenggaraanOperasionalPerkantoran danNon OperasionalSatker Daerah

Pengadaan Saranadan PrasaranaPendukung SIPP

Perkara PeradilanUmum yangDiselesaikan diTingkat Pertamadan BandingSecara tepatwaktu

12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

133 Perkara

17.624.012.000,-

329.250.000,-

165.389.000,-,-








